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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Manggarai Timur untuk tahun anggaran 2017-2021. Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2016-2021 

yang diperoleh dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Manggarai Timur. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah 

menggunakan rasio keuangan diantaranya rasio derajat desentralisasi, rasio 

kemandirian, rasio ketergantungan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio 

pertumbuhan dan rasio keserasian. Hasil penelitian menunjukkan PAD yang 

diperoleh Daerah sangat rendah sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Manggarai Timur masih sangat bergantung pada dana dari pihak eksternal 

(pemerintah pusat dan provinsi). Hal ini menyebabkan rasio derajat desentralisasi, 

rasio kemandirian yang tergolong sangat rendah dan rasio ketergantungan yang 

tergolong sangat tinggi. Rasio efektivitas secara umum tergolong kurang efektif, rasio 

efisiensi secara umum tergolong efisien, untuk rasio pertumbuhan PAD, pendapatan, 

dan belanja daerah secara umum mengalami pertumbuhan yang tergolong rendah, dan 

untuk rasio keserasian menunjukkan pengeluaran belanja paling besar adalah belanja 

operasi dibandingkan dengan belanja modal. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the financial performance of the Regional Government of 

East Manggarai Regency for the 2017-2021 fiscal year. This type of research is 

descriptive quantitative using secondary data in the form of the East Manggarai 

Regency Budget Realization Report (LRA) for the 2016-2021 fiscal year obtained 

from the East Manggarai Regency Regional Financial and Asset Management 

Agency (BPKAD) office. The data analysis technique in this study is to use financial 

ratios including the ratio of the degree of decentralization, the ratio of independence, 

the ratio of dependency, the ratio of effectiveness, efficiency ratio, growth ratio and 

compatibility ratio. The results showed that the PAD obtained by the regions was 

very low, causing the regional government of East Manggarai Regency to still 

depend heavily on funds from external parties (central and provincial governments). 

This causes the ratio of degrees of decentralization, the ratio of independence which 

is classified as very low and the ratio of dependency which is classified as very high. 

Effectiveness ratios are generally classified as less effective, efficiency ratios are 

generally classified as efficient, for the ratio of growth of PAD, income, and area 

spending in general, growth is relatively low, and for the compatibility ratio, the 

largest expenditure is operational expenditure compared to capital expenditure. 

 

 
Keywords: Financial Performance, Regional Government, Financial Ratios 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 

adalah dengan pemberian kebijakan otonomi secara luas kepada seluruh Kabupaten 

atau Kota di Indonesia. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang dan 

kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta 

mengurus secara mendiri segala urusan dan kepentingan masyarakat berdasarkan 

pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, 

setiap daerah dapat memanfaatkan segala potensi yang ada sebagai pendapatan 

daerah. Daerah juga secara mandiri dapat melaksanakan berbagai kegiatan dengan 

menggunakan anggaran sendiri tanpa menggantungkan dana dari pemerintah pusat 

dan provinsi. Menurut Mardiasmo (2018) otonomi daerah juga memuat tujuan agar 

hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat terjalin dengan baik, 

kesejahteraan masyarakat yang meningkat, demokrasi yang tumbuh, serta adanya 

pemerataan dan keadilan ditengah masyarakat. 

   Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak terlepas penggunaan anggaran 

dalam membiayai program serta kegiatan daerah. Undang-Undang No 1 tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan 

bahwa perlakuan terhadap keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus 

dilaksanakan secara transparan, adil, akuntabel, dan selaras berdasarkan peraturan 



2 
 

perundang-undangan. Menurut Halim (2014) yang dapat dilakukan dalam 

implementasi otonomi daerah yaitu dengan mengetahui kesanggupan daerah dalam 

mengatur dan mengurus daerahnya dalam pengelolaan bidang keuangan. Daerah 

harus dengan baik dapat menggali serta mengelola keuangan yang digunakan dalam 

membiayai segala penyelenggaraan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 

2019 perihal pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa segala penerimaan 

dan pengeluaran daerah dalam mewujudkan desentralisasi termuat di dalam APBD 

(anggaran pendapatan belanja daerah). Maksud dari APBD sendiri adalah suatu 

rencana anggaran dari pemerintah daerah dalam satu periode anggaran yang terdiri 

dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang termuat di dalam peraturan daerah. 

Rencana anggaran yang telah dibuat diharapkan dapat terealisasikan sehingga kinerja 

dari pemerintah dapat berjalan dengan lancar.         

Kinerja pemerintahan suatu daerah dapat diukur melalui kinerja keuangan. 

Menurut Mardiasmo (2018) dilakukannya pengukuran kinerja untuk membantu 

pemerintah dalam perbaikan kinerja, membantu pemerintah dalam pengalokasian 

sumber daya, membantu dalam membuat keputusan yang baik, dan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada publik serta dapat memperbaiki komunikasi antar 

kelembagaan. Kinerja yang sesuai dengan yang direncanakan akan menghasilkan 

pencapaian yang baik. Jika kinerja bisa melebihi dari yang direncanakan maka 

menghasilkan pencapaian sangat baik. Namun, jika kinerja dijalankan tidak berjalan 

sesuai rencana atau tidak mencapai target maka kinerja akan dianggap buruk.  

Pengukuran kinerja keuangan penting untuk suatu daerah dalam menilai sejauh 

mana tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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Tanggung jawab tersebut bukan hanya terkait dengan bagaimana keuangan yang 

digunakan publik telah digunakan secara efisien, efektif dan ekonomis tetapi juga 

sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu lembaga, 

perusahaan atau organisasi. Pengukuran kinerja keuangan dijadikan bahan evaluasi 

dalam perbaikan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan sistem dan 

implementasinya. Pengukuran kinerja keuangan juga dijadikan tolok ukur dalam 

peningkatan kinerja untuk periode berikutnya. Pengukuran kinerja keuangan dapat 

diketahui melalui perhitungan rasio keuangan. Rasio yang digunakan untuk 

mengetahui kinerja keuangan daerah pada penelitian ini adalah rasio derajat 

desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan 

daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio keserasiaan 

belanja daerah. Penelitian ini juga didukung dengan Analisis SWOT. Analisis SWOT 

merupakan analisis yang diperoleh melalui proses wawancara dan melakukan literasi 

pada dokumen daerah untuk mendapatkan informasi terkait dengan daerah tersebut.  

   Kabupaten Manggarai Timur adalah wilayah pemekaran dari Kabupaten 

Manggarai pada tahun 2007 dan terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Pemekaran yang terjadi menjadikan Kabupaten Manggarai Timur menjadi salah satu 

daerah yang menjalankan otonomi daerah dan memiliki kewenangan serta kewajiban 

dalam mengatur daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengatur 

pemerintah yang efektif, efisien dan mandiri. Berhasilnya suatu pemerintah daerah 

dalam mewujudkan otonomi daerah tentu tentu tidak terlepas dari bagaimana 

kemampuan daerah tersebut dalam mengatur keuangan daerah. Sebagai suatu daerah 

yang diberikan wewenang untuk mengatur pemerintahan dalam menjalankan 
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pembangunan dalam daerah dan pelayanan terhadap masyarakat, menjadikan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur juga harus mampu dalam melapor 

pertanggungjawaban keuangan daerah. Dari Pelaporan keuangan tersebut akan dinilai 

apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur sudah mampu menjalankan 

penyelenggaraan dengan baik atau tidak.  

     Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 

ANGGARAN 2017-2021” 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai 

Timur pada tahun anggaran 2017-2021 yang diukur dengan menggunakan rasio 

keuangan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan yang ada 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun anggaran 2017-

2021 berdasarkan pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan.  

1.4 Kontribusi Penelitian 

1) Untuk Penulis 
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Penelitian ini dijadikan dasar pembelajaran untuk penulis serta menambah 

wawasan, pengetahuan dan informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah 

yang diukur dengan rasio keuangan.  

2) Untuk Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bacaan dari mahasiswa 

akuntansi yang berada di Universitas Kristen Duta Wacana, serta dapat menambah 

wawasan serta ilmu yang bisa diterapkan untuk proses pembelajaran.  

3) Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur 

Penelitian diharapkan agar bisa dijadikan acuan maupun bahan evaluasi bagi 

pemerintah dalam pengambilan keputusan ataupun dalam menentukan kebijakan 

yang berkaitan dengan penggunaan ataupun menghasilkan pendapatan daerah.  

4) Bagi Penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi yang digunakan 

dalam melakukan penelitian yang serupa, dapat menambah informasi serta wawasan 

bagi peneliti selanjutnya. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan pada penelitian ini adalah: 

1) Penelitian ini dilakukan untuk satu daerah saja yaitu Kabupaten Manggarai 

Timur 

2) Untuk mengetahui hasil penelitian digunakan pengukuran rasio keuangan yang 

terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio efektivitas, 
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rasio efisiensi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, dan 

rasio keserasian.  

3) Periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima tahun yaitu tahun 

2017-2021. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan beberapa hal berikut: 

1) Kinerja keuangan Kabupaten Manggarai Timur jika dilihat dari perolehan 

PAD menunjukkan bahwa PAD yang diperoleh sangat rendah sehingga 

berdampak pada tiga rasio keuangan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio 

kemandirian dan rasio ketergantungan. Tingkat kemandirian dan derajat 

desentralisasi dapat dikatakan sangat rendah karena kontribusi PAD terhadap 

Pendapatan daerah sangat rendah dan pendapatan transfer yang diperoleh 

sangat tinggi. Hal ini juga menyebabkan Kabupaten Manggarai Timur masih 

sangat bergantung pada pendapatan transfer dalam membiayai segala kegiatan 

dan urusan daerah.  

2) Kinerja keuangan Kabupaten Manggarai Timur jika dilihat dari rasio 

efektivitas dan efisiensi menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur 

dapat dikatakan kurang efektif dan telah efisien. Kabupaten manggarai timur 

dianggap kurang efektif karena belum mampu merealisasikan anggaran sesuai 

dengan yang telah direncanakan. Kabupaten Manggarai timur dapat dikatakan 

efisien karena mampu merealisasikan belanja yang dikeluarkan sesuai dengan 

pendapatan daerah bahkan kurang dari pendapatan daerah. 

3) Kinerja keuangan Kabupaten Manggarai timur jika dilihat dari rasio 

pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan pada Kabupaten Manggarai Timur 
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berada pada kategori rendah. Tingkat pertumbuhan tidak mengalami 

peningkatan yang tinggi bahkan terdapat tahun-tahun tertentu yang mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya.  

4) Kinerja keuangan Kabupaten Manggarai Timur jika dilihat dari rasio 

keserasian menunjukkan bahwa pengeluaran untuk belanja operasi lebih besar 

dari pengeluaran anggaran belanja modal.  

5.2 Rekomendasi 

a. Untuk pemerintah Kabupaten Manggarai Timur: 

1) Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur harus mampu dalam 

meningkatkan SDM yang ada pada daerah dapat dilakukan dengan adanya 

pelatihan serta kualitas pendidikan yang baik. 

2) Pemerintah dapat meningkatkan promosi terkait dengan potensi yang ada di 

Kabupaten Manggarai Timur, hal ini dapat mengundang investor untuk 

berinvestasi di Kabupaten Manggarai Timur.  

3) Pemerintah daerah perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur karena 

ketersediaan Infrastruktur menjadi masalah yang dapat berdampak pada 

sektor yang lain. Jika ketersediaan infrastruktur menunjang maka masyarakat 

luar atau masyarakat lokal dapat lebih mudah menjalani segala kegiatan 

dalam peningkatan pendapatan.  

4) Pemerintah harus mengoptimalkan pemungutan pajak agar pembayaran 

pajak dapat sesuai dengan ketetapan waktu pembayaran. 

b. Untuk penelitian selanjutnya 
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1) Peneliti selanjutnya diharapkan agar bisa melanjutkan penelitian ini dengan 

memperpanjang periode waktu penelitian  

2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian. 

Seperti dengan menambah jumlah Kabupaten yang diteliti, tidak hanya satu 

saja. Sehingga dapat melakukan perbandingan antara penelitian di wilayah 

yang satu dengan wilayah yang lainnya.  
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